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A. Latar Belakang Masal

Manusia dalam

)
dapat diselesaikan secarM{mai,

perdata sangd menentukan, hukum acara perdata tidak dapat dipaksakan

berlakunya tawyygés%gﬁéj\*%l!kmmg@EtMrof Dr. Wirjono
SLIMALERA-LTARA: MELIAN..

hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara
bagaimana orang harus bertindak dimuka Pengadilan dan cara bagaimana
Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya
peraturan-peraturan hukum perdata.*

Dalam asas hukum acara yang disebut oleh Prof. R. Soebekti, S.H., hukum

acara perdata dan hukum acara pidana yang lebih sederhana dari pada RV

1 Abdul manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, 2005), hal. 1-2.



(Reglement of de Rechtsvordering)? perlu dipertahankan atau perlu kah untuk
dirubah dan disesuaikan dengan asas-asas hukum acara modern. Pertanyaan ini

perlu dipertegas dan disesuaikan,ﬂﬂgan asas-asas hukum acara modern

dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah. Sedangkan
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§n é!jk&ee nugaPaﬁ ama“dal I ££ding,

juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.

Abdul kadir Muhammad menyebutkan hukum acara perdata merupakan
peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum
perdata sebagaimana mestinya, yang mengatur proses penyelesaian perkara

perdata melalui perantara hakim di pengadilan sejak diajukan gugatan sampai

2 RV merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang eropa dan timur asing yang berada
dilndonesia.



dengan tahap pelaksanaan (eksekusi) putusannya.® Adapun K. Wantijk Saleh
merumuskan hukum acara perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang

mengatur tentang bagaimana caranya‘Trperkara perdata di muka pengadilan.*

fam pefperiksaan perkara saat ini terjadi

Ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya,
yaitu fungsi M&!&Mﬁ&&%&%ﬂﬁ@%& untuk mengisi
SLUIMALERAL] TARA-MELIIADN.

disebabkan adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang
informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian

perkara.’

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2000),
hal. 15.

4 K. Wantijk Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal. 7.

5 Amran Suadi, Sosiologi hukum Penegakkan, Realitas, dan nilai Moralitas Hukum, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2019), hal. 131.

® Lili Rasjidi dan 1.B Wyasa Putra, hukum sebagai suatu system, (Bandung: Mandar Maju, 2003,
hal. 146.

" Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan
Secara Elektronik, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 76.



Maka, di era digitalisasi ini harus direspon secara bijak oleh semua pihak
untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit. Tidak jarang
masyarakat merasa jengah untuk bef?roses di Pengadilan, karena prosesnya

yang berbelit-belit, P .Iaw ?ure tersebut pada akhirnya
A

meruntuhkan eksiste i, seolah-olah akses mendapatkan

berdasar Pancasila.

3. semua pleaBRLY GRSA Al dddNRELER b donesia adalan
SEMALERA LIIARAMEDAN

4. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.®
Pembangunan hukum erat kaitannya dengan pertumbuhan ilmu
pengetahuan dewasa ini yang memengaruhi kehidupan masyarakat global
antara lain dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi seperti dengan
hadirnya internet (Interconnected network) yang berimplikasi pada komunikasi

tanpa kertas (paperless document) seperti e-mail, situs website, video

8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009.



teleconference. Hal ini semua memengaruhi pada budaya hukum masyarakat

yang pada gilirannya akan berbeda pula penanganan dan penegakan

hukumnya. s
Derasnya pengguna j

i dalam kegiatan yang berbasis
transaksi elektronik a a njungan Tunai Mandiri (ATM)

di dunia

erdengar

2020. Keseriﬂwwmylwy I‘§'E’}\ mwm 'ﬂsidangan online
SUMATERA"UTARA"MEDAR"

2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang

menambah satu fitur baru bernama Electronic Litigation(pembahasan mengenai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018).1° Maka dengan adanya
Electronic Litigation (Electronic Litigation) ini akan terealisasi tentang asas

penyelenggaraan untuk proses berperkara.

% Eva laela Fakhira, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2017), hal. 4.

10 https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-
persidangan-bernama-e-litigation-oleh-Rafli-f-achmad/ diakses pada tanggal 12 Februari 2021
pukul 06.22 wib.



https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-Rafli-f-achmad/
https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-Rafli-f-achmad/

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha melakukan lompatan
besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan
kepada para pencari keadilan. Sesuﬂ?dengan tema sidang istimewa laporan

tahunan 2018, Era baru§Peradilag erbasis teknologi, Mahkamah

an aplikasi “Electronic Court™

telah

tersebut,

yakni keterlanll);i@] @ﬁq‘)sl'efeﬂg\qlgtl?hmci@mgr'@pntas (integrity).
SUMATERA UTARAMEDAI

mengurangi intesitas para pihak datang kepengadilan serta mengkanalisasi cara

berinteraksi para pihak dengan aparatur Pengadilan, dan menghindari dari

kekurangan informasi dan pengetahuan tentang Pengadilan.®

11 Elektronik Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara
elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang
dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.

12 Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan,
permohonan, keberatan, bantahan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum,
serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan, dokummen perkara menggunakan system
elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.
B3https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-
litigasi-di-pengadilan-agama-20-8dikases pada 15 Januari 2021 pukul 12.00 Wib.



https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8

Pada tanggal 19 agustus 2019, atau tepatnya dihari ulang tahun Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang ke 74, Mahkamah Agung Kembali
membulatkan tekadnya untuk menh‘%@tkan peradilan di Indonesia menjadi

diberi tema “peradilan Modern
2’, dengan meluncurkan sebuah

tronic Litigation. Adapun tujuan

diluncurkan aplikasi ini adalah untuk mendobrak temfRok penghalang

rangkaian aczﬁme'W“mfAcgpfslI‘amm WE@ER\'I-computer nya
SUMATERA UTARAMEDAN"
yang dimiliki olen Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program
induk bernama Electronic Court (Electronic Court). Namun yang harus
digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor

129/ KMA/SK/VII1/2019 tidak semua perkara dapat dilakukan secara

Elektronik litigation namun baru secara limitative diberlakukan terhadap

14 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan
Secara Elektronik, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 48.



perkara dengan Klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan

Pemohon.?

Aplikasi Elektronic gesgation éa‘%ah kelanjutan dari aplikasi Electronic

Court yang diberlakukan ra pergiata, perdata agama, tata usaha

militer, dan tata usaf@negara™s n lalu. Kehadiran Electronic litigation

membuka lebar dan mempery

Adapun manfaat dari_Elektronic litigation diantaranya at dinikmati

peradilan elektronik di Indonesia.

Maka darfpenjelasan diatas dan dengan meli ondisi saat ini Elektronik
litigation meMNb%ﬁB&Jﬁ%a&%MMW solusi di masa
SIMATERAAS PARAMELAD..
penyebaran covid-19 diharapkan tidak untuk berkumpul-kumpul, seperti saat
beracara dipengadilan yang biasanya para pihak datang untuk mengahadiri

persidangan, mengakibatkan berkumpulnya orang-orang disatu tempat. maka

Bhttps://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal -lebih-jauh-bentuk-
persidangan-bernama-e-litigation-olehOrafli-f-achmad/ diakses pada tanggal 14 januari 2021, pukul
21.30 Wib.

16 \irus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (Sars-cov-2) adalah virus
yang menyerang system pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus
corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat,
hingga kematian.



https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh0rafli-f-achmad/
https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh0rafli-f-achmad/

Elektronic litigation bisa menjadi solusi agar tetap berjalannya persidangan dan

dapat mengurangi penyebaran covid-19 yang saat ini virus tersebut sedang

mendunia. "3
|
a

Maka dari itu masyar

teknologi, yang bert@nt _

persidangan secara elektronik. ﬁa

t untuk lebih mengerti tentang

ahkan para pihak dalam melaksanakan
ak terlepas dari itu, di pengadilan

sendiri sudah ada petugas yang akan membantu dan men kan mengenai

iliki bany

ala dalam

litigation ters€but.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARAMEDARN

eracara di pengadilan, melihat situasi dan emajuan
hal ini penulis merasa tertarik dan ingin membahas lebih dalam yang dituangkan
dalam sebuah penelitian dalam bentuk tesis yang memfokuskan pada judul
“EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ELECTRONIC LITIGATION DI ERA
PANDEMI COVID-19 DALAM KONSEP MASLAHAH MURSALAH”

(studi kasus di Pengadilan Agama Sei Rampah).
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B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar, kang rﬁ/;%lah diatas, maka timbul pokok masalah

mengenai persidangan di tronik dan penerapannya pada

pandemi covid-19. #ffaka beM

rumusan masalah: i j

1. Bagaimana keefektivan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019?

nt\hal-hal penting yang menjadi pokok

kesalahpahamw IQPWE‘ES‘I’TR@FS‘E}\WPNE'GW” yang menjadi

SUMATERA"UTARA MEDAN"

online di pengadilan Agama Sei Rampah di masa Pandemi covid-19 dengan

menggunakan konsep Maslahah Mursalah, hal ini disebabkan karena walaupun
sudah ada nya Elektronik litigation tetapi masyarakat masi berperkara secara
biasa.
D. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah yang
digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami

beberapa istilah pokok dalam kajian ini, maka penulis memandang perlu adanya
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mencantumkan penjelasan istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini,
diantaranya:

1. Electronik Litigation (Electroniﬂtigation)

Electronic Litigation isw tronic Litigationsecara singkat
S

ecara elektronik dengan cara

rtatap muka dan datang kekantor

3. Electronik Filing (e- Filing)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA OTARA MEDAR

4. Elektronik Skum (e-Skum)
Elektronik Skum atau e-skum adalah taksiran panjar biaya. Dengan
melakukan pendaftaran perkara secara online melalui Electronic Court,
pendaftaran akan secara otomatis mendapatkan taksiran biaya dan nomor
pembayaran.

5. Electronik Payment (e- Payment)
Electronik Payment atau e-payment adalah pembayaran panjar biaya

perkara online. Adanya e-payment berguna untuk kelancaran program
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Electronic Court Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini Mahkamah Agung
RI bekerja sama dengan bank dalam hal pembayaran biaya pada pihak yang

berperkara

6. Elektronik Sommons

Qur’an dan Sunah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

" SUMATERA UTARA MEDAN,

dan memberikan arah yang tepat dalam proses pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui keefektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun
2019.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian Electronic Litigationdalam
suasana Pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sei Rampah.

3. Untuk mengetahui apa yang jadi kendala dengan adanya aplikasi Electronic

Litigation.
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F. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang hukum}Tara keperdataan sebagai salah satu

pembelajaran di bidangauku ap penelitian tentu diharapkan

a. Diharapkan dengan telah terselesaikan penelitian ini peneliti akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARAR MEDARN™

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam di
bidang hukum acara diperadilan serta memberikan pengetahuan kepada
masyarakat dan cara bagaimana Electronic Litigationteraplikasikan
dipengadilan.

c. Penelitian ini juga bisa sebagai sumbangan berupa tulisan karya ilmiah
yang kedepannya bisa untuk lebih memahami tentang pelaksanaan

Electronic Litigation.
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G. Kajian Terdahulu
Untuk menghindari indikasi plagiat didalam penelitian ini dari karya ilmiah

milik orang lain, maka penulis melakﬂﬁan penelusuran kepustakaan dan telaah

ministrasi

Pengadilan Secara Elektronik Dan Electronic LitigationMenurut Perma Nomor

Tahyn 2 19UN|VE[§SiIni1;A6§'ISLQMar']\IPEr(;,dERI | PengadjJan
§CQM£ diyjﬂQAMeMEQAHWZA
sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang
administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, maka peraturan mahkamah
Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara dipengadilan secara
elektronik dicabut dan tidak berlaku lagi. Maka peraturan Mahkamah Agung
No 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung No 3
Tahun 201

Kedua, (Jurnal), oleh Rahmi Ayunda (2021) tentang “Efektivitas

Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan
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Agama Kota Batam (studi kasus di kota Batam)”, fokus kajian mengenai E-
litigasi di kota Batam yang belum efektif dilaksanakan penerapannya karena
beberapa factor, adapun hasil ata%un solusi dari penelitian ini bahwa

penerapan Electronic L i mlakukan revisi terhadap aturan

hukum.
Ketiga, (jurnal) oleh Ramdar (2021) tentang “Peradilan Agama
)

Sebagai Peradilan Modern™(Analisis Penerapan E-Litigagsi di Peradilan

-Litigasi

persidangan secara online apakah berjalan dengan efektif atau tidak dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

penelitian secara lebih dalam, tentang keefektifan Electronic Litigationdi masa
Pandemi Covid-19 dengan melihat konsep maslahah mursalah, penelitian ini

asli dan tidak memiliki unsur plagiat terhadap karya ilmiah milik orang lain.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk

mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.
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Metode penelitian ini berguna untuk memudahkan dan memperjelas penelitian
supaya mendapatkan hasil yang akurat dan benar. Penelitian ini memiliki beberapa
Langkah untuk memudahkan proses pené?\ian, yaitu:
=</

A

%,

1. Sasaran Penelitian

Sasaran elitian

pengaplikasian Elektronik litigation di

an menelaah Peraturan Mahkamah

Pengadilan Agama Sei Wa

Agung No 01 tahun 2019.

Liigation ) GRS EPAS PPN R efen Mursaan.
SUMATERA UTARA MEDAN

Sumber dan jenis data dalam tesis ini bersumber dari dua jenis data yaiu
data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah
data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian
yang dilakukan langsung dimasyarakat. Data primer dalam penelitian ini di
dapat dari hasil wawancara dilapangan dengan sampel yang telah
ditentukan. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang

diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap
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berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah
penelitian,

4. Metode pengumpulan data /‘D

Metode pengump tian ini dapat dilakukan dengan

cara sebagai beri

b. Studi kepustakaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang elektronik Litigation.
c. Observasi
Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-
fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat
dilakukan perubahan atas penilaian tersebut.

d. Dokumentasi
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Dokumentasi termasuk bagian terpenting juga dalam penelitian ini,
mengingat Ketika meneliti, penulis harus melampirkan bukti

bahwasanya sudah dilakukamT penelitian.

S gl
l. SistematikaPembaE

tentang:

Penjelasa

tentang: Elektronik Litigation Dalam konsep Maslahah Mursalah, covid-19,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

grtaj n Teori ];r;EMaWTSOH Eti?itari nis
2!@1&5 , elaskan teftan @) Oé!!lEE';hA\,ang

meliputi Ruang lingkup dan objek penelitian, subjek penelitian, Jenis penelitian
dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data,
profil Pengadilan Agama Sei Rampah, dan mengenai keadaan perkara.

Bab keempat, menjelaskan tentang HASIL PENELITIAN yang
meliiputi mengenai penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan
Pengadilan Agama, Penerapan electronic Litigation Elektronic Litigation
dengan konsep Maslahah Mursalah, pertimbangan keefektivan electronic

Litigation, pandangan pimpinan, hakim, staf petugas Electronic Court, advokat,
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dan para pihak mengenai electronic Litigation, dan analisis keefektivan

electronic Litigation.

Bab kelima, Penutup yang ikan Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN
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